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A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara
terluas di kawasan Asia Tenggara yang dimana 1/3 (satu pertiga) dari luas
wilayahnya adalah daratan dan 2/3 (dua pertiga) wilayahnya merupakan
perairan atau lautan. Letak geografis Negara Indonesia berada dalam posisi
yang sangat strategis, karena terletak diantara 2 (dua) benua dan 2 (dua)
samudera dengan posisi silang pertengahan yang merupakan jalur
perdagangan dunia, baik dari Wilayah Pasifik dan Asia Timur menuju
kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa maupun sebaliknya. Kondisi
geografis tersebut memberikan kemudahan arus distribusi menuju arah
manapun di berbagai kawasan dunia. Oleh karena itu, pengembangan
industri-industri berbasis maritim akan membuka peluang ekonomi yang
sangat besar bagi investor di berbagai sektor khususnya pada sektor
perikanan.t

Meski Negara Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan
yang sangat melimpah, namun potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan
secara optimal dikarenakan maraknya terjadi penangkapan ikan yang
dilakukan secara ilegal (illegal fishing) oleh nelayan-nelayan asing maupun

nelayan-nelayan lokal di perairan Negara Indonesia. Pasal 1 angka 3

! Frans E. Lidkadja & Daniel F. Bassie, 1985, Hukum Laut Dan Undang-Undang
Perikanan, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 21.



Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/
PERMEN-KP/ 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan
Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara llegal
(illegal fishing), penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) merupakan
suatu kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah atau kegiatan
perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan di bidang perikanan.

Sebagian wilayah Indonesia merupakan perairan yang
menjadikannya sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya
perairan yang melimpah dan sumber daya hayatinya yang beragam. Bagi
Indonesia perikanan mempunyai peranan yang sangat penting dalam
pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor,
diantaranya adalah banyaknya nelayan yang menggantungkan hidupnya
dari kegiatan usaha perikanan dan adanya potensi perikanan yang dimiliki
Indonesia.?

lllegal fishing bukan lagi menjadi hal yang tabu dan baru untuk
diperbincangkan di berbagai negara karena lllegal Fishing merupakan
suatu kejahatan yang bisa merugikan suatu negara serta melanggar aturan
hukum, baik hukum nasional maupun internasional. Nelayan yang berasal
dari negara luar sering melakukan pencurian ikan di wilayah perairan

Indonesia. Hal ini dilakukan mereka untuk memperoleh keuntungan dua kali

2 Didik Mohammad Sodik, 2019, Hukum Laut Internasional Cetakan ke-4,
Bandung, Refika Aditama, h. 169



lipat dan melakukan transaksi jual beli diluar dari wilayah Indonesia. Hal ini
tentu membuat negara rugi, karena para nelayan lokal akan menurun
produktivitasnya dan merusak ekosistem laut yang telah dibudidayakan
oleh negara dan warga lokal setempat.®

Saat ini ilegal fishing di Indonesia masih belum bisa 100%
diberantas. Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang
perikanan dan segala tindak pidananya bagi yang melanggar, para pelaku
ilegal fishing masih terus melanjutkan aksinya. llegal fishing merupakan
masalah klasik yang sering dihadapi oleh negara yang memiliki banyak
pantai karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu. Hal itu dikarenakan
untuk mengawasi wilayah laut yang banyak secara bersamaan itu
merupakan hal yang sulit. Negara yang sudah memiliki teknologi yang maju
sekalipun pasti juga pernah terkena ilegal fishing. Indonesia merupakan
salah satu negara yang memiliki banyak pantai mengingat status Indonesia
sebagai negara kepulauan.*

Tindak pidana illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan
yang tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur kegiatan tersebut, yaitu Undang-Undang nomor 45 tahun 2009
perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.
Bentuk dan jenis illegal fishing yang terjadi di Indonesia sangat beraneka

ragam, dengan yang terberat adalah penangkapan dan/atau pengeboman

8 Elvinda Rima Harliza dan Tomy Michael, “Penegakan Hukum lllegal Fishing”
dalam Jurnal Mimbar Keadilan, Volume 13 Nomor 1, Februari-Juli 2020, h. 127

4 Wahyuddin, dkk, Pengaruh Praktik lllegal Fishing Terhadap Kesehjateraan
Ekonomi Nelayan di Provinsi Aceh, Jurnal, Universitas Serambi Mekkah, 2017, h. 441.



ikan dengan jumlah besar yang dilakukan oleh korporasi, dengan
menggunakan kapal-kapal besar yang tidak berdokumen sampai dengan
tidak berizin, baik dilakukan oleh kapal perikanan Indonesia maupun asing
dibatas wilayah perairan Indonesia.®

Penanganan kasus illegal fishing selama ini tidak berjalan secara
optimal dari pengadilan di Indonesia. Beberapa kasus hanya terhenti pada
orang yang melakukannya saja yaitu fishing Master atau Nakhoda beserta
Anak Buah Kapal tetapi belum menjangkau dengan korporasi. Sedangkan
dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
berbunyi dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan,
yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.®

Menanggulangi tindak pidana perikanan, maka aspek terpenting
yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pembenahan terhadap
substansi hukum di bidang perikanan. Salah satu dasar pemikiran perlunya
pembenahan aspek hukum dalam bidang perikanan adalah karena
penegakan hukum di bidang perikanan masih dirasa kurang mendapat
perhatian/penanganan yang serius jika dibandingkan dengan perkara
tindak pidana khusus lainnya. Kerusakan sumber daya perikanan memiliki
dampak serius dan mengkhawatirkan terhadap kelestarian lingkungan

bahkan kerusakan yang timbul akibat praktik illegal fishing sulit dilihat

5 Sudirman, 2013, Mengenal Alat dan Metode Penangkapan lkan, Jakarta, Rineka
Cipta, h. 228

6 Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,
Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, h. 241.



secara kasat mata.” Pemulihan kerusakan lingkungan (terumbu karang dan
ekosistemnya) akibat aktivitas penangkapan ikan ilegal mungkin
membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih (terbarukan).®
Penangkapan ikan secara tidak sah atau illegal fishing adalah
penangkapan ikan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok-
kelompok tertentu yang tidak memiliki surat izin dalam melakukan kegiatan
perikanan. Penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI diwilayah perairan
Indonesia semakin sering terjadi, para pelaku menggunakan kapal besar
dan alat penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem dan
kelangsungan sumber daya ikan seperti pukat, bahan peledak, alat-alat
kimia, dan alat berbahaya lainnya demi merenggut keuntungan yang
sebanyak-banyaknya.® Pada tahap inilah peran hukum khususnya hukum
pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan
terhadap tindakan-tindakan yang dapat menggangu stabilitas pengelolaan
serta, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Adanya kepastian
hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam
penanganan tindak pidana di bidang perikanan.Keberhasilan dalam

pelaksanaan penegakan hukum adalah telah tercapainya Norma hukum

7 Situmorang, dkk "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Menanggulangi
Tindak Pidana Perikanan." Diponegoro Law Journal 5, no. 3, 2016, h. 1-17.

8 Tobing, Alex dan Setiawan, Bambang, 2019, Pengadilan Perikanan Suatu Upaya
Pemberantasan IUU Fsihing di Indonesia, Sleman, Deepbulish, h. 2.

9 Leden Marpaung, 1992, Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta, Sinar
Grafik, h. 1



yang di taati oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh penegak hukum,
sehingga penegakan hukum dikatakan berhasil.1°

Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan menentukan bahwa kapal yang berbendera asing yang
melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia wajib memiliki surat
izin. Namun pemberantasan penangkapan ikan yang tidak memiliki SIPI
baik dari kapal yang berbendera asing maupun kapal berbendera Indonesia
belum menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Salah satu
putusan yang menarik yaitu putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor:
12/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit. Pada kasus tersebut, pelaku terbukti
melanggar isi Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Adapun isi Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perikanan vyaitu Setiap orang yang memiliki dan/atau
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan
penangkapan ikan di ZEElI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000, -

(dua puluh miliar rupiah). Sedangkan isi Pasal 27 ayat (2) menentukan

10 Salim HS dan Erlies,Penerapan, 2013, Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan
Disertasi, Jakarta, Rajawali, h. 3



bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal
penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan
penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.

Kemudian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan bahwa dihukum
sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan,
yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Pada
dakwaan jaksa penuntut umum hanya memuat dakwaan pidana denda
sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan apabila tidak dapat
dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh)
bulan kurungan dengan dikurangkan sepenuhnya selama para pelaku
ditahan. Jaksa penuntut umum pada dakwaannya tidak memuat dakwaan
pidana penjara terhadap pelaku yang telah terbukti bersalah sebagaimana
yang dimuat dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas terkait dengan terpenuhinya
unsur-unsur pidana terhadap pelaku tetapi jaksa penuntut umum tidak
memuat dakwaan pidana penjara terhadap pelaku yang telah terbukti
bersalah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“TINJAUAN YUIRIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING YANG DILAKUKAN OLEH
NELAYAN ASING (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor

12/Pid.Sus/2020/PN. Bit)”



B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka merumuskan masalah
yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal
fishing menurut hukum positif di Indonesia?

2. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak
pidana illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing?

3. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan
pidana pada pelaku tindak pidana illegal fishing yang dilakukan oleh
nelayan asing dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor
12/Pid.Sus/2020/PN. Bit?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan
hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing menurut hukum
positif di Indonesia.

2. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis penegakan
hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing yang
dilakukan oleh nelayan asing.

3. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan
hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana
illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing dalam Putusan

Pengadilan Negeri Bitung Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN. Bit.



D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat secara teoritis
Penelitian ini dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam
memahami dan mendalami permasalahan hukum khususnya
pemahaman tentang sejauh mana penegakan hukum dalam
pemberantasan tindak pidana illegal fishing yang pada khususnya
berkaitan dengan tindak pidana penangkapan ikan yang dilakukan oleh
nelayan asing.
2. Manfaat secara praktis
Penelitian ini memiliki kegunaan bagi aparat penegak hukum khususnya
penegakan terhadap tindak pidana penangkapan ikan yang dilakukan
oleh nelayan asing, agar dapat lebih mengetahui dan memahami
penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana illegal fishing serata
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing yang
dilakukan oleh nelayan asing.
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
1. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori
dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang
dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-

butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak



disetujui.t?

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa
gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan
menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan
ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas
perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas
penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.'?

Snelbecker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang
terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang
dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar
yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan
menjelaskan fenomena yang diamati.*3

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan
atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan
dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka
kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian
ini berusaha untuk memahami mengenai perlindungan hukum terhadap
konsumen yang melakukan jual beli melalui transaksi elektronik.

Teori berfungsi sebagai pisau analisis yang digunakan untuk

dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan

11 M. Solly Lubis, 2014, Filsafat limu dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju, h. 80

12 Sperjono Soekanto,2016, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ul Press, h.6

13 Lexy J Moleong, 2013, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja
Rosdakarya, h. 34-35.

10



penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwva hukum yang ada.4
Berdasarkan uraian mengenai teori hukum tersebut, maka teori hukum
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum, Teori
Penegakan Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Pidana.
a. Teori Negara Hukum

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran
suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato
sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada
zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena
merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.*®

Plato berpandangan, negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan
pada pandangannya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran
Plato kekuasaan bukan merupakan unsur esensial suatu negara. Esensi
negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang
sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini
kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk
negara sebisa mungkin harus dihindari.'®

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum
sebagai “supreme”, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib

tunduk pada hukum (subject to the law). Tidak ada kekuasaan di atas

14 Mukti Fajar ND dan Yulianto, 2010, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif
danEmpiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 150.

15 Moh. Kusnardi dan Ibrahim, 1998, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bandung:
Alumni, h. 153

16 Hotma P Sibuea. 2010, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang Baik, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, h. 12.
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hukum (above the law) semuanya ada di bawah hukum (under the rule of
law). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang
sewenangwenang (arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan
(abuse of power).Y’

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan
peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang
negara pun terus mengalami perkembangan.® Konsep negara hukum tidak
terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini
adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada
hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.®

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan
hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di
dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan
negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung
tinggi hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh
Krabe sebagai berikut:

Negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala

kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini

hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu,
maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum

mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang
(impersonal).?°

17 Sumali, 2003, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti
Undang-undang (Perpu), Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, h.11

18 Malian Sobirin. 2005, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945,
Jakarta: FH Universitas Indonesia, h. 25.

19 1bid, h, 36-37.

20 B. Hestu Cipto Handoyo, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Yokyakarta:
Cahaya Atma Pustaka, h. 17.
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Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum,
maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum
merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau.
Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang
erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.?!
Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan oleh Plato
adalah dengan mengintroduksi konsep nomoi. Dalam konsep nomoi, Plato
mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan
pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum
semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan
ke dalam bukunya politica.??

Aristoteles berpendapat bahwa negara hukum itu timbul dari polis
yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk
sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah
luas dan berpenduduk banyak (vlakte staat). Sementara itu, Inu Kencana
mengemukakan bahwa “konsep negara hukum didasari pada kedaulatan
hukum, sehingga setiap penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan
atas hukum. Dengan kata lain, yang berdaulat dalam suatu negara adalah
hukum dan setiap kekuasaan diperoleh melalui hukum”.?3

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan

21 Ni"matul Huda. 2005. Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review,
Yogyakarta: Ull Press, h. 1

22 Ridwan H. R. 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, h. 2.

23 Inu kencana Syafi‘l, 2010, limu Pemerintahan, Bandung: Mandar Maju, h. 100
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berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep
negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran
implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan
manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh
karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi falsafah
bangsa atau ideologi suatu negara.?* Konsep pemikiran negara hukum
yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa,
kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam,
yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada AlQuran
dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki
prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

1) kekuasaan sebagai amanah,
2) musyawarah,
3) keadilan,
4) persamaan,
5) pengakuan
6) perlindungan setiap hak-hak asasi manusia,
7) peradilan bebas,
8) perdamaian,
9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.?®
Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan

rechtsstaat. Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem Hukum Kontinental

yang disebut civil law dengan karakteristik civil law yang bersifat

24 Titik Tri Wulan Tutik, 2010. Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
Amandemen UUD 1945, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 52.

25 Tahir Azhary, 2010, Negara Hukum, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h.
85-86
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administrative.?® Sedangkan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon
(rule of law) Konsep rule of law berkembang secara evolusioner. Konsep
the rule of law bertumpu atas sistem Hukum yang disebut common law.
Karakteristik common law adalah judicial.?” Selanjutnya, konsep socialist
legality, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis,
yang tampaknya hendak mengimbangi konsep rule of law yang dipelopori
oleh negara-negara anglo-saxon.?®

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara
Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai
dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum
Pancasila.?® Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila
sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan sistem
hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai
kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat
Indonesia.*®

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan
dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan dasar yang

demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau

26 Ni*matul Huda, 2006, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, h. 74

27 |bid.

28 Tahir Azhary, 2010, Negara Hukum, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h.
91

2% Ridwan H. R, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, h. 2.

30 Yopi Gunawan dan Krtistian, 2015, Perkembangan Konsep Negara Hukum dan
Negara Hukum Pancasila, Bandung: Refika Aditama, h. 3.
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berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai
negara hukum, sesuai dengan ungkapan Cicero, yang menyatakan “Ubi
societas ibu ius” yang artinya di mana ada masyarakat disitu ada hukum.3!

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara
dan hukum,®? yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu
kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling
mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara
adalah untuk memelihara ketertiban hukum (rectsorde). Oleh karena itu,
negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan
ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD NRI
Tahun 1945, maka setiap tindakan aparatur penegak hukum harus
dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun
1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa
yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan
ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan
pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam
kehidupan sosial, politik, dan hukum.33

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum

yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara

81 Moh. Mahfud, MD, 2011, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi.
Jakarta: Rajawali Pers, h. 12.

82 Majda El Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta:
Prenada Kencana Media Group, h. 19.

33 |bid. h. 13.
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hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala
sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan
perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila.

Premis Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan
dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi:
“Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara
yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan
keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas
hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup
warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk
mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga
negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang
sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika
peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar
warga negara.®*

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam
setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3
(tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan

di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan

34 Moh. Kusnardi dan Ibrahim, 1998, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bandung:
Alumni, h. 153
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cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of law), dalam rangka
mencapai keadilan.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang
sama (equal protection) atau persamaan dalam hukum (equality before the
law). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali
tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara
hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (The rule of
law, and not of Man). Hal ini sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu
kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.3®
b. Teori Penegakan Hukum.

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia
berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) tidak berdasar atas kekuasaan
belaka (Machstaat). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah
negara hukum yang demokratis berdasarkan pancasila dan UUDNRI Tahun
1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga
negara bersamaan kedudukannnya dalam hukum dan pemerintahan serta
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.

Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 itu menerangkan bahawa
pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak

absolutisme (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan

3 Tahir Azhary, 2010, Negara Hukum, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h.
84
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administrasi harus berdasarkan atas sistem konstitusional tidak bersifat

absolut. Artinya dministrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh

perundang-undangan.®

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara
yang tertera dalam UUD NRI Tahun 1945 diantaranya adalah :

1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat)

2) Sistem konstitusional

3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR)

4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR)

5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR)

6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak
bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 7)
Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.3’

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui
perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD NRI Tahun
945telahdiketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia.
Namun dalam hal sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu
disimak hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas
Indonesiatahun1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai

berikut ; “ Sifat negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya

dapat bertindak menurut dan terkait kepada aturan- aturan yang telah

% C.S.T Kansil, 2012, Hukum Tata Negara Rapublik Indonesia, Rineka Cipta,
Jakarta, h. 90

37 UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUDNRI
Tahun 1945 secara lengkap (pertama 1999-keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
h. 67-69
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ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk
membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “rule of law”.38
Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara
hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :
1) Menjunjung tinggi hukum
2) Adanya pembagian kekuasaan
3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-
remedi prosedural untuk mempertahankannya
4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.3®
Bagir Manan menyebutkan bahwa menurutnya ciri-ciri negara
hukum (rechtstaat) adalah :
1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/ legalitas
2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin
perlindungan HAM
4) Adanya Peradilan Administrasi.*°
UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur
dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara
dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum,
produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau law
enforcement. Kinerja reformasi hukum sesuai ketetapan MPR
No.IV/IMPR/2000serta UU No.25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional (Propenas) memiliki agenda diantaranya :

1) Reformasi dibidang peraturan perundang-undangan (legislationreform)

38 Ramiadi Saragih Waluyo, 2011, Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI, Sinar
Grafika, Jakarta, h. 2

89 C.S.T Kansil, 2012, Hukum Tata Negara Rapublik Indonesia, Rineka Cipta,
Jakarta, h. 91.

40 Bagir Manan, 2015, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara,
Mandar Maju, Bandung, h. 24
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2) Reformasi Peradilan (judicial reform)

3) Reformasi aparatur penegak hukum (enforcement apparatur reform)

4) Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan KKN (urgent 7
strategic enforcement action)

5) Menumbuhkan budaya taat hukum (legal culture reform)

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk
mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan
keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap
anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi
haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan
keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh
masyarakat.*

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-
kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan pergaulan hidup.*?2 Penegakan hukum tidak bisa terlepas
dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus
(bijzonder dwangmiddelen) yang dimaksud alat paksa disini bukan

merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh

41 |bid, h. 55
42 Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5
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ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan

penyitaan.*?

Hukum telah dikonsep ke dalam beberapa makna, sehingga tidak
ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut “hukum”. Dalam
sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3(tiga)
konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai
universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam.

2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu
tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu
sumber kekuasaan

3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-
proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.4

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya lawen forcement,
merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna
melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan
kepentingan pribadi.*> Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi
hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan
dalam proses penegakan hukum, dimana Atma Sasmita dan Lili Rasjidi
mengatakan bahwa ketimpangan-ketimpangan dalam proses penegakan

hukum di indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses

pembentukan hukum (law making process), proses sosialisasi hukum(law

43 1bid, h. 7

44 C.S.T Kansil, 2012, Hukum Tata Negara Rapublik Indonesia, Rineka Cipta,
Jakarta, h. 12

45 Lili Rasjidi, 2013, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, h. 123
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illumination process) dan proses penegakan hukum (lawenforcement
process).*6

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana
Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan
hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah
pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam
peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan
bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.*’

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum
dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan
pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum
preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar
orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum
represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparatur penegak hukum
sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah
penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha
penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan
terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan
hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat
perlengkapan negara atau aparatur penegak hukum yang mempunyai

aturannya masing-masing.*®

46 |bid

47 Liliana Tedjosaputro, 2015, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum
Pidana, Bigraf Publishing, Yogyakarta, h. 55

48 |bid, h. 77
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Mengenai hal di atas Mochtar Kusuma atmaja menyatakan bahwa
hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan
tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu
kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi
kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.*® Masalah pokok dari
penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang
mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh
karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan
tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :

1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta
peraturan pelaksanaannya

2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan

5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia
dalam kehidupannya.®®

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai
tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang
dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum
menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus
selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan “fiat

49 Mochtar Kusumaatmaja, 2012, Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni,
Bandung, h. 5
50 Soerjono Soekanto, Op. Cit, h. 3
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justicia et pereat mundus” (meskipun langit runtuh hukum harus
ditegakkan).>!
c. Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang
diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari
orang lain, hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang
bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.5?

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan
dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan
menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta
merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah
dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan
tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam
penelitian ini.

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus
hukum yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum
yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung
jawab. Liability meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual
atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi
yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu

51 Sudikno dan Pitlo, 2013, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandung, h. 1

52 W.Sommermeijer, 2002, Tanggung Jawab Hukum, Pusat Studi Hukum
Universitas Parahyangan, Bandung, h. 23
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kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan
meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang
dilaksanakan. Pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk
pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan
yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility
menunjuk pada tanggung jawab politik.53

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya General Theory Of Law and
State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar IImu Hukum Normatif
Sebagai llmu Hukum Deskriptif Empirik tanggung jawab hukum
menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas
suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum,
subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal
perbuatan yang bertentangan”.

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung
jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada
pertanggungjawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat dikenakan
kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan hukum
bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam suatu
hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional

pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, vyaitu

53 Ridwan H.R, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
h. 335.
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pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan teori

pertanggungjawaban mutlak (absolute responsibility).

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu
yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan
sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian.
Pertanggungjawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab
atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak
diperkirakan.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam
perbuatan melanggar hukum (tort liability) dapat menjadi beberapa teori,
yaitu :

1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah
melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat
atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan
mengakibatkan kerugian.

2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
karena kelalaian (negligence tort liabity), didasarkan pada konsep
kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum
yang sudah bercampur baur (interminglend).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa
mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya

baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian
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bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul
akibat perbuatannya.

Teori tanggung jawab sekiranya dapat sebagai pisau analisis
sehingga dapat memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dari pelaku
tindak pidana ilegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing.

2. Kerangka Konsep

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang
dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk
keperluan analitis.>* Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada
hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit
dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun
demikian kerangka konsepsionil masih juga kadang-kadang dirasakan
abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan dapat
dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan
perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah
yang dipakai. Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta
menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka perlulah dibuat
kerangka konseptual agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian,

yaitu:

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, 2015, Penelitian Hukum Normatif,
SuatuTinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 7
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1. Tinjauan Yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah
komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam
serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum
serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan
permasalahannya.®

2. Penegakan Hukum adalah
“Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan
hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi
hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang
luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula
nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti
sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan
yang formal dan tertulis saja.”®

3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan
perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata
pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.>’

4. llegal Fishing adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang

tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun,

termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,

55 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian llmu Hukum, Mandar Maju,
Bandung, h. 83-88

56 http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf Diakses
pada Tanggal 06 Mei 2024 pada pukul 17.46 Wib.

57 S.R Sianturi, 1998, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia
Cetakan Ke-2, Jakarta, Alumni AHAEM PTHAEM, h.208
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mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah,
dan/atau mengawetkannya.%8
5. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
penangkapan ikan. Pengertian mata pencaharian adalah sumber nafkah
utama dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan menangkap ikan.>°
6. Putusan adalah pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak
asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni
dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim
yang bersangkutan.®9
F. Keaslian Penelitian
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di
perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian
tentang “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak
Pidana llegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Nelayan Asing (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Bitung Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN. Bit)” belum pernah
dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama,
walaupun ada beberapa topik penelitian tentang perlindungan konsumen
tetapi jelas berbeda yaitu :
1. Peneliti oleh Sandi Prasetyo (NPM. 71210123062) Fakultas Hukum

Universitas Islam Sumatera Utara, dengan judul Tesis “Tindak Pidana

%8 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

59 Marhaeni Ria Siombo, 2010, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional,
Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, h. 3

60 Lilik Mulyadi, 2011, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana
Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bhakti, h.12
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dan Penegakan Hukum lllegal Fishing Dengan Alat Tangkap Ikan

Terlarang di Pelabuhan Belawan Sumatera Utara (Studi Pada

DITPOLAIRUD Polda Sumatera Utara) dengan Pokok permasalahan

dalam penelitian tersebut adalah:

a. Bagaimana pengaturan dalam perundang-undangan tentang tindak
pidana illegal fishing dengan alat tangkap ikan terlarang?

b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindakan illegal
fishing dengan alat tangkap ikan?

. Penelitioleh Evan Mahadika Pradipta (NIM. 18912012) Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, dengan judul Tesis Penegakan Hukum Terhadap

lllegal Fishing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Tentang Perikanan Di Kabupaten Gunung kidul dengan Pokok

permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:

a. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus illegal fishing
berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perikanan di Kabupaten Gunung kidul?

b. Bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Gunung kidul dalam
mencegah terjadinya kasus illegal fishing di Kabupaten Gunung
kidul?

. Peneliti oleh Zulkifli Koho (NIM. 11340150,) Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan Judul Tesis

Penegakan Hukum Tindak Pidana lllegal fishing Di Indonesia (Studi

Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan Dengan Bahan Peledak Di
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Wilayah Perairan Kabupaten Alor) dengan Pokok permasalahan dalam

penelitian tersebut adalah:

a. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Alor dan Polres Alor dalam melakukan penegakan
hukum tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan kabupaten
Alor?

b. Apa hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum
illegal fishing di wilayah perairan kabupaten Alor?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan
yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas
masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan
pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli
baik dari segi subtansi maupun dari segi permasalahan.

G. Metode penelitian

Metodologi Penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara
yang tepat untuk melakukan suatu, dan “logos” yang artinya ilmu atau
pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan
menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.
Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat,

merumuskan, dan menganalisis sampai mengemukakan pendapatnya.t?

61 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009, Metodologi Penelitian, Jakarta,
Campustaka, h.1
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Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat penting dan
menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian
tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang
dipergunakan. Tentang penelitian Soerjono Soekanto mendefinisikan
sebagai berikut:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan
pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan
untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu,
dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan
pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk
kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan
yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.®?

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk
dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus
menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang
dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan
dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang
menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan
perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan

dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-

sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk

62 Soerjono Soekanto, 2004, Pengantar Penelitian Hukum, dalam Abdulkadir
Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, h.32
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menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya
hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.%3
Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna
yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-
undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam
praktik.64

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan menarik kesimpulan
dalam hubungannya dengan masalah yang akan di teliti terkait penegakan
hukum pelaku tindak pidana illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan
asing.
2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum
normatif (normative legal research) yang mana penelitian ini dilakukan
dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang
ada). Penelitian hukum normatif menggunakan studi peraturan-undangan
serta bahan kepustakaan lainnya. Penelitian ini sering disebut seringkali
disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang pokok kajiannya
adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan
hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam

masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.®

63 Kontjaraningrat, 2017, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta,
Gramedia, h. 42.

64 Jhonny Ibrahim, 2018, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Jakarta,
Bayumedia Publishing, h. 310

65 Soejono dan H.Abdurahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka
Cipta, h. 56
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3. Metode pendekatan
Kaitannya dengan penelitian normatif, pada umumnya dapat
digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan

(statute apptoach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan

analisis (analytical approach), pendekatan historis (historical approach),

pendekatan filsafat (phillosopichal approach) dan pendekatan kasus (case
approach).t6 Adapun Pendekatan yang digunakan penulis adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah penelitian
yang dilakukan dengan menelah semua undang-undang dan regulasi
yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani.

b. Pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang dilakukan
dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan
dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.®’

4. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses
penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan
sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok
permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi

penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

66 Johaedi Efendi dan Jonny lbrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif
Dan Empiris, Depok, kencana Prenada Media Group, Cek-2, h. 131.

7 Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada media
Group, h. 137
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Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum
normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan
dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan
kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang
dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi
menjadi:®®
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum.®® Adapun

bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

4) Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN. Bit.
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan

hukum primer yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku literatur,

makalah, hasil penelitian, jurnal, surat kabar maupun hasil seminar dari

kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian

ini. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan.’®

68 Nomensen Sinamo, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Bumilmtitama
Sejahtera, h. 86.

69 Bambang Sunggono, 2018, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali
Pers, h.28.

70 Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Cet 5, Jakarta, PT Raja
Grafindo Persada, h. 67
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c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberi petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain
sebagainya.’*

5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara
melaksanakan penelitian kepustakaan (library reseacrh), yaitu dengan
mengadakan studi dokumen atau telaah pustaka dengan cara menelusuri
berbagai bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan
penelitian.”?

Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau
bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan
dengan membaca, mendengar, maupun menggunakan media internet.
Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada
kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam
penelitiannya.”

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan,

mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga

1 Nomensen Sinamo, 2010, Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek,
Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera, h.16.

72 Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung;
Alfabeta, h. 141.

73 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 160
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kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk
menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori
substantif.”* Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan
metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan
serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.”

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan
secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu
dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih
serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan
pemahaman hasil analisa. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini
dilakukan dengan teknik deskriptif, konstruksi hukum dan argumentasi yang
selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang
bersifat penalaran hukum, yaitu dengan mengemukakan doktrin dan asas-
asas yang ada kaitannya dengan permasalahan.

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan
kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data yang
dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan
menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada

kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan proses pendekat anyang

74 Nomensen Sinamo, 2010, Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek,
Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera, h.103
75 Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Jakarta. Sinar Grafika, h.105.
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berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena
(teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu
peristiwva atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan
fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.”®
7. Sistematika Penulisan

Agar penulisan Tesis ini lebih terarah dan terstruktur, penulis merasa
perlu untuk menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari kesatuan bab
dan dimuat sedemikian rupa sehingga satu sama lain saling berhubungan
secara sistematis. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab Kesatu, pada bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai
latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, Keaslian penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, metode
penelitian serta sistematika penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-
bab selanjutnya.

Bab Kedua, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang
dibahas sesuai dengan permasalahan pertama yaitu pengaturan hukum
terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing menurut hukum positif di
Indonesia.

Bab Ketiga, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang
dibahas sesuai dengan permasalahan kedua yaitu penegakan hukum
pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing yang dilakukan oleh

nelayan asing.

76 Syarifudin Anwar, 2013, Metode Penelitian, Yogyakarta, Pustaka Belajar, h. 40.
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Bab Keempat, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan
yang dibahas sesuai dengan permasalahan ketiga yaitu Bagaimanakah
pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana pada pelaku
tindak pidana illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing dalam
Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN. Bit.

Bab Kelima, ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis dan

pembahasan, serta memberikan beberapa saran.
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BAB Il
PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

ILLEGAL FISHING MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum
pidana Belanda yaitu Strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni
straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar
diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa,
pelanggaran dan perbuatan.’’

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana
(yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara
yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis
normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam
peraturan pidana.”®

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan
melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun
tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas
tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan

sebagai suatu tindakan yang dapat dihnukum.

7 Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta,
h. 69
78 Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, h. 10
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Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman
(sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan
tersebut.”® Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai
tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu
aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang
siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah
pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum
ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk
undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam
pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan
pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.®

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu
perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak
pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda
yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wetboek van

Strafrecht (WVS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda

79 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, h. 35

8 Tri Andrisman, 2009, , Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum
Hukum Pidana Indonesia, Lampung, Universitas Lampung, h. 70
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Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan
strafbaar feit itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan
isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaaman
pendapat tentang rumusan ilmiah strafbaar feit itu sendiri. Pembentuk
undang — undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan strafbaar feit
sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang — Undang Hukum Pidana
tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan
perkataan strafbaar feit tersebut.®

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak
pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan
beberapa ahli hukum berikut ini :

Menurut Pompe perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat
dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib
hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh
seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut
adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan
umum” atau sebagai de normovertreding (verstoring der rechtsorde),
waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is
voor de handhaving der rechts orde en de benhartigining van het algemeen
welzijn’.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian

tindak pidana (straafrechtfeit), juga diatur dalam asas hukum pidana
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Indonesia, yaitu asas legalitas (principle of legality) atau dalam bahasa latin
sering disebut dengan “Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege
Poenali”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”,
ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1)
KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas
kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “strafbaar feit” itu sebagai
suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja
ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang
telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah
karena :8!

1) Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di situ harus
terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-
undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban
semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat

dihukum.

81 http://www.pengantarhukum.com, diakses pada Tanggal 1 Agustus 2024, Pukul
16.30 Wib.

44



2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut
harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di
dalam undang-undang.

3) Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau
kewajiban menurut undang — undang itu, pada hakikatnya merupakan
suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu
“onrechmatige handeling’.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “straafbar feit adalah
kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang
bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaarding) dan dilakukan
dengan kesalahan”.®? van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu
tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan
tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan strafbaar itu berarti voor straf in
aanmerking komend atau straf verdienend yang juga mempunyai arti
sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan strafbaar feit seperti
yang terlah digunakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana itu secara
eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah
melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat
dihukum” atau suatu “feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is”.83

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari

kata dasar elips didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne

82 Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, h. 33

83 http://www.pengantarhukum.com, Diakses pada Tanggal 2 Agustus 2024, Pukul
17.20 Wib

45


http://www.pengantarhukum.com/

mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari
suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu
pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “de weglating van een
zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt
geacht.”

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-
undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi
“tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi
hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan
peristiwva dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku,
gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam
tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai
“ditindak”.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan
perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang
melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang
diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak
dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif
maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan
sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief

menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai
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perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara
materiil”.84

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat
dilihat dalam beberapa macam, antara lain :8°

a. Orang yang melakukan (dader plagen)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu
perbuatan tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) Untuk melakukan
suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang
yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak
pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan
pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan (mede plagen) Yang artinya melakukan
tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2
(dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu dader plagen dan
mede plagen

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan,
memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja

membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

84 Barda Nawawi Arif, 2006, Sari Kuliah Hukum Pidana Il, Fakultas Hukum Undip,
Bandung, h. 37

8 |bid., h. 38
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Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua)
macam, yaitu sebagai berikut :86
a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

b. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat
disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan
hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan
dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak
pidana.

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi
dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur subjektif.
Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang
melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku,
dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam
hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).

2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti
yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan,

pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

% |bid., h. 39
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4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang
misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut

Pasal 340 KUHP.

5) Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-
unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam
keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus
dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :8’

1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid.
2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “‘keadaan sebagai seseorang

pegawai negeri’ di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415

KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu

perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana
Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana

itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula

87 Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, h. 22
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yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2)
jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:88

a. Kejahatan (misdrijven); dan

b. Pelanggaran (overtredingen);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana,

yaitu:

a. Kejahatan-kejahatan (misdaden)

b. Perbuatan-perbuatan buruk (wanbedrijven)
c. Pelanggaran-pelanggaran (overtredingen).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang
waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang
memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:®°
a. Misdaden : crimes
b. Wanbedrijven: delits
c. Overtredingen : contraventions

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak
selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita
sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari
pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas
penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam

dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan

88 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2015, Hukum Pidana, Malang, Setara Press,
h. 72
89 |bid.
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“kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan
“pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.®®
Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan
perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang
perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang.

Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah
dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang
dalam undangundang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang
tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP
tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah
perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang
dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap
atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.
Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya
perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal
378 tentang penipuan.®*

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (commision act)
dan delik komisi (ommision act). Delik komisi adalah delik yang berupa
pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang,
misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan

delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu

9 |bid, h. 73
91 Mahrus Ali, 2011, Dasar Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Jakarta; Sinar
Grafika, h. 102.
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tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai
saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP.
Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan
(delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang
memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan
dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang
memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan
seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.%
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari
dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut
pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat
ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut
Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi
tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.®?
a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur
tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum),
ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat
Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan,

melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan

92 |bid.
93 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Il, Rajawali Pers, Jakarta, h. 78
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oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR.
Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:%*

1) Subjek

2) Kesalahan

3) Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

4) Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an
dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana Terhadap
pelanggarannya diancam dengan pidana:

5) Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan
akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:®®

1) Melawan hukum

2) Merugikan masyarakat

3) Dilarang oleh aturan pidana

4) Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukan unsur-
unsur tindak pidana sebagai berikut:%

1) Handeling, perbuatan manusia, dengan hendeling dimaksudkan
tidak saja eendoen (perbuatan) tetapi juga “een natalen” atau “niet

doen” (melalaikan atau tidak berbuat)

% E.Y. Kanter, 1992, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,
Jakarta; Alumni AHMPTHM, h. 211

9% K. Wantjik Saleh, 1998, Kehakiman dan Keadilan, Jakarta; Ghalia Indonesia, h.
32

9% Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 2003, Intisari Hukum Pidana, Jakarta;
Ghalia Indonesia, h. 26-27
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2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederrechtelijk)

3) Perbuatan itu diancam pidana (Strafbaarfeit Gesteld) oleh UU

4) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab

(toerekeningsvatbaar).

5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang
Buku Il KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana

tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku Il adalah
pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap
rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti
Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang
dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak
dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab.
Disamping itu banyak mencantumkan unsurunsur lain  baik
sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk
rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam
KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1) Unsur tingkah laku.

2) Unsur melawan hukum.

3) Unsur kesalahan.

4) Unsur akibat konstitutif.

5) Unsur keadaan yang menyertai.

6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
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7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.
4. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Dalam KUHP, tindak pidana terbagi dua, yakni untuk semua yang

dimuat dalam Buku Il, dan pelanggaran untuk semua yang terdapat dalam
Buku Ill. Sehingga tindak pidana merupakan bentuk kejahatan. Factor-
faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya
suatu pidana, dapat dikatagorikan sebaga berikut:%’

a. Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan
sebab utama (basic causa) dari terjadinya kejahatan terhadap hak
milik, juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun
egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola
hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup,
perubahan harga pasar , yang mempengaruhi tingkat pencurian,
keadaan krisis, pengangguran.

b. Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap
agama, pengaruh bencana, film dan televisi.

c. Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin,
keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab
langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya

kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya.

97 Saduran Moeljatno, 2002, Kriminologi, Jakarta; Bina Aksara, h. 86
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d. Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan
nasionalitas, alkoholisme, dan perang berakibat buruk bagi
kehidupan manusia.

Secara umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat menjadi pemicu
terjadi tindak pidana, antara lain:

a. Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran

b. Lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini mencakup lemahnya dari
sanksi perundang-undangan pidana, dan tidak terpadunya sistem
peradilan pidana.

c. Adanya demonstration effects, yaitu kecenderungan masyarakat
untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup
konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan
kesanggupan rendabh.

d. Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak
pidana.

e. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan
masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam
masyarakat.

f. Kurangnya pendidikan tentang moral.

g. Penyakit kejiwaan.

Sementara secara sederhana, dalam dunia kriminalitas dikenal dua
faktor penting terjadi tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor

saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana.
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B. Tinjauan Umum Tentang lllegal Fishing.

1. Pengertian lllegal Fishing

lllegal fishing secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan
oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah popular
di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para
aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi illegal fishing dari pengertian
secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata
illegal dan fishing. "illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan
dengan hukum “fish” artinya ikan atau daging dan “fishing” artinya
penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap
ikan.®® Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan
bahwa illegal fishing menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan

perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

lllegal fishing berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah atau tidak
resmi. Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata fish
dalam bahasa inggris yang berarti ikan; mengambil; merogok; mengail, atau
memancing. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah illegal
fishing, yaitu pengertian illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing
yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak

sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau

98 John M. Echols dan Hassan Shadily, 2002, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta;
Gramedia Pustaka Utama, h. 311
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aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola

perikanan yang tersedia.%®

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh International
plan Of Action (IPOA) illegal, unreported, unregulated (IUU) yang
diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi Code of Conduct For
responsible Fisheries (CCRF). Pengertian illegal fishing dijelaskan sebagai

berikut;100

a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu Negara tertentu
atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa
izin dari Negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan
ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan Negara.

b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan
berbendera salah satu Negara yang bergabung sebagai anggota
organisasi pengelolaan perikanan regional.

c. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundangan-

undangan suatu Negara atau ketentuan internasional.

Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk
memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan
dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan

kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,

9 Nunung Mahmudah, 2015, lllegal Fishing, Jakarta; Sinar Grafika, Cet. Ke-1, h. 80
100 |bid. h. 80-81
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mengelola, dan/atau mengawetkan.'®! Penangkapan ikan secara illegal
berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang

masih berlaku.
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana lllegal Fishing.

Beberapa modus atau jenis kegiatan illegal yang sering dilakukan
oleh kapal ikan Indonesia, antara lain: Penangkapan ikan tanpa izin,
memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan
(pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap,
pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen
(dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), transshipment di
laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal-kapal yang
diwajibkan memasang transmitter), dan penangkapan ikan yang merusak
dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat
dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan

sumber daya ikan.19?

Merujuk pada pengertian illegal fishing tersebut, secara umum dapat
diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan illegal fishing yang

umum terjadi di Indonesia, yaitu:13

a. Penangkapan ikan tanpa izin

101 pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
102 Nunung Mahmud, Op.Cit, h. 81
103 |bid, h. 81
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b. penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu

c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang

d. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan
izin.

Jadi bagi Pengusaha atau nelayan kapal perikanan wajib mengurus
administrasi, sebagaimana diatur dalam regulasi di Indonesia mengenai
perikanan. Administrasi ini meliput surat izin penangkapan ikan (SIPI), surat
izin usaha perikanan (SIUP), dan surat izin kapal pengangkutan ikan
(SIKPI). Kapal seberat di atas 30 GT (tonase kotor) mesti mengurus ketiga
surat izin itu ke pemerintah pusat sebaliknya, pengusaha atau nelayan
dengan kapal di bawah 30 GT cukup mengurus administrasi ke pemerintah

provinsi, agar memiliki SIUP.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kapal
perikanan dengan berat 10-30 GT wajib memiliki SIPI dan SIKPI, sementara
kapal-kapal di bawah 10 GT telah dibebaskan dari perikanan dan tinggal
melaut tapi harus terdaftar. Mengenai pengurusan surat izin, secara
prosedural SIPI dan SIKPI membutuhkan waktu maksimal 30 hari kerja.
Memang, ada banyak proses dalam pengurusan kedua surat tersebut tapi

seluruh proses itu tak lebih dari satu bulan.1%4

104 perikanan Tangkap: Masalah Perizinan Tetap Ada, https://tirto.id/perikanan-
tangkap-masalah-perizinan-tetap-ada-c8oN, diakses pada tanggal 1 Agustus 2024.
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1) Untuk mengurus SIUP, kita perlu menyiapkan beberapa dokumen:19°
Daftar isian Permohonan ditandatangani pemilik kapal atau rencana
usaha

2) Fotocopy KTP pemilik kapal;

3) Fotocopy NPWP;

4) Rekomendasi Penerbitan SIUP Baru Dinas Kelautan dan Perikanan
untuk GT 10 sampai dengan 30;

5) Foto berwarna pemilik kapal sebanyak 2 (dua) lembar Ukuran 4x6;

6) Tanda Bukti Pembayaran Retribusi;

7) Surat Kuasa Bermaterai jika pengurusan izin diwakilkan; 8

8) Akte Pendirian Perusahaan;

9) Surat Keterangan Domisili Usaha (Perusahaan);

10)Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan:

11)Kesanggupan membangun, memiliki UPI dan atau bermitra dengan UPI
yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha
perikanan tangkap terpadu;

12)Kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan Perundang-

Undangan, Kebenaran data dan Informasi yang disampaikan.

Sementara untuk mengurus SIPI/SIKPI, dokumen yang perlu kita

lengkapi yaitu:

105 Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik
Indonesia,Https://Kkp.Go.ld/Artikel/8273-Fag-Mekanisme-Pengajuan-Surat-1zinusaha-
Perikanan-Siup-Surat-1zin-Penangkapan-lkan-Sipi-Dan-Surat-lzin-Kapalpengangkut-lkan-
Sikpi, Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2024.
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1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

fotokopi SIUP;

fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku
kapal perikanan, apabila grosse akta dalam jaminan bank, harus
melampirkan fotokopi akta hipotek dengan menunjukkan aslinya;
spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;

fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement);

data kapal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;

rencana target spesies penangkapan ikan;

surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung
jawab perusahaan yang menyatakan:

kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga
keselamatan petugas pemantau (observer) untuk kapal penangkap ikan
berukuran 30 (tiga puluh) GT keatas;

kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan

lingkungannya,;

10)kesanggupan mengisi log book sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

11)kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan

Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

12)kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmiter Sistem

Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebelum kapal melakukan
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operasi  penangkapan ikan  sesuai  ketentuan peraturan
perundangundangan;

13)kesanggupan merealisasikan pembangunan, kepemilikan UPI, atau
kemitraan dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan
Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;

14)kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang
melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan
tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing); dan

15)Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

3. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana lllegal Fishing.

Indonesia yang memiliki perairan yang luas menjadikan habitat
paling ideal bagi satwa biota laut untuk hidup dan berkembang biak seperti
ikan, terumbu karang, lobster, rumput laut dan lainnya. Sehingga
meyebabkan Indonesia terjadi kasus illegal fishing adapun faktor-faktor

penyebabnya.

Menurut H.A.S Natabaya, faktor-faktor yang mempengaruhi

penangkapan ikan di wilayah ZEE adalah:1°

a. Faktor geografis
Kepulauan Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua
samudera dengan letak geografis yang terletak digaris equator yang

beriklim tropis memiliki sumber daya ikan yang dicirikan oleh sifat

106 H.A.S Natabaya, 1994, Laporan Penelitian Tentang Aspek-Aspek Hukum
Pengelolaan Perikanan di Perairan Nasional ZEEI, Jakarta, Sinar Grafika, h. 16
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banyak jenis (Multi Species).Keadaan alam tersebut mempengaruhi

musim penangkapan ikan.

. Faktor Teknis

Dengan meningkatnya IPTEK penangkapan ikan, seperti penggunaan
Souer, untuk mengetahui lokasi ikan, diciptakannya jaring-jaring model

baru, dan digunakan satelit untuk mengetahui lokasi ikan.

. Faktor Ekonomi

Dengan adanya perkembangan sosial ekonomi telah mendorong
manusia untuk mengeksploitasi SDA, termasuk ikan untuk dijadikan
komoditi yang sangat potensial dalam menunjang pertumbuhan
ekonomi. Pulau-pulau yang berdampingan dengan Malaka dan
Singapura memegang peranan penting dalam pemasokan ikan segar,
khususnya di Asia Tenggara. Sebagian besar pemasukan ikan ke

Malaka datang dari pulau bengkalis, Rupat dan Sumatera.

. Faktor Sosial

Usaha-usaha penangkapan ikan laut sarat dengan aspek-aspek sosial,
sebab penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan yang memiliki
berbagai tingkat kemampuan ekonomi, mulai dari nelayan-nelayan
tradisional yang memiliki modal kecil yang menangkap ikan untuk
keperluan sehari-hari, sampai pada nelayan-nelayan bertarap

multinasional.
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4. Dampak Kerugian Akibat Illegal Fishing.

Di setiap tindak pidana kejahatan akan menghasilkan kerugian yang
berdampak kepada sektor kehidupan. Adapun dampak kerugian yang
dapat terjadi akibat IUU fishing bagi Negara Republik Indonesia adalah

sebagai berikut:1%7

a. Dampak/ Kerugian Ekonomi, terdapat berbagai angka yang diyakini
sebagai angka kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh praktek 1UU
fishing, tergantung pada pendekatan yang digunakan di dalam
menghitung kerugian tersebut.

b. Dampak sosial di antaranya, terancamnya keberlanjutan mata
pencaharian nelayan skala kecil, karena kalah bersaing dengan kapal-
kapal perikanan asing dengan dengan skala yang lebih besar,
menurunya hasil tangkapan per-unit usaha nelayan, karena kerusakan
sumber daya ikan dan habitatnya, penurunan tenaga kerja pada sektor
perikanan nasional, termasuk usaha pengumpulan data dan
pengelolaan ikan.

c. Dampak terhadap Ekologi/Lingkungan, seperti kerusakan kelestarian
lingkungan laut yang berupa sumber daya ikan dan habitatnya, akibat
penggunaan alat tangkap yang eksplotatif dan tidak ramah lingkungan,

overfishing dan overcapacty di sejumlah WPP-NRI

107 Analisis Data Pokok Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta: Pusat Data,
Statistik dan Informasi KKP RI, 2015, h 134-135.
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Disamping kerugian tersebut, terdapat kerugian non material yang

berdampak buruk akibat praktek IUU fishing, diantaranya:'®

1)

2)

3)

Hasil tangkapan yang tidak didaratkan di pelabuhan perikanan yang
telah ditetapkan, menyulitkan otoritas pengelolaan perikanan dalam
menyediakan data yang akurat, yang sangat dperlukan untuk mengatur
perjanjian pemanfaatan sumber daya ikan.

Beralih mata pencaharian nelayan kecil ke bidang usaha lain, termasuk
kegiatan yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan,
seperti: menjadi penambang pasir timah liar, menjajakan jasa keahlian
melaut untuk mengangkut imigrasi gelap, memburu spesies ikan yang
terancam punah karena adanya permintaan pasar dengan harga tinggi,
dan lain sebagainya.

Hilangnya peluang kesempatan kerja bagi nelayan dalam negeri akibat
penggunaan ABK asing, dan menurunnya kesempatan kerja industri
pengelolaan ikan di dalam negeri akibat kekurangan bahan baku.
Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana lllegal Fishing

Menurut Hukum Positif Di Indonesia.

Permasalahan penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing

yang mengganggu kedaulatan NKRI di wilayah ZEE Indonesia disebabkan

tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung

ketidakjelasan institusi negara Indonesia mana yang berwenang dalam

108 1bid, h. 135

66



mengurus permasalahan penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan
asing dan konflik kepentingan antar institusi negara dalam mengurus
kavlingnya masing-masing, ketidakjelasan tersebut menciptakan celah
hukum bagi para pihak pelaku kejahatan penangkapan ikan secara ilegal
oleh kapal ikan asing.1%® Kebijakan dalam penanggulangan penangkapan
ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing yang menjadi landasan dalam
kebijakan aplikasi maupun eksekusi, maka Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan telah memuat regulasi atau formulasi baik mengenai

hukum acara pidana maupun tindak pidana perikanan.1°

Secara yuridis formal, pengaturan mengenai tindak pidana
perikanan di Indonesia terdapat di dalam UU No. 31 Tahun 2004, yang telah
diperbaharui dengan UU No. 45 tahun 2009. Dimana berdasarkan Pasal
103 Undang-Undang Perikanan, tindak pidana perikanan dibagi atas 2
(dua) jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana kejahatan di bidang perikanan

dan tindak pidana pelanggaran di bidang perikanan.

Dasar hukum yang menjadi landasan Pengaturan hukum illegal

fishing di Indonesia adalah:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009.

109 Akhmad Solihin, 2010, Politik Hukum Kelautan dan Perikanan, Nuansa Aulia,
Bandung, h. 44

110 Gatot Supramono, 2012, Hukum Orang Asing Di Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, h. 108
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Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang
nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ada beberapa ketentuan yang
berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan
sehingga pasal berikut mengatur apa larangannya, kewajiban menjaga

kelestarian plasma nutfah, serta besarnya sangsi yang akan diberikan.

2) Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif

Indonesia.

Undang-undang ini dibuat pada bulan Oktober 1983 dimasa
pemerintahan presiden Suharto, sesuai dengan perkembangan hukum laut
internasional saat itu yang mengharuskan setiap negara pantai mempunyai
perturan perundangan yang mengatur masalah Zona Ekonomi Ekslusif,
sebagai jawaban dan respon terhadap konvensi PBB tentang hukum laut
UNCLOS IIl, yang kemudian dalam perkembangannya Konvensi PBB itu
diratifikasi menjadi hukum nasional Indonesia dengan adanya UU Nomor

17 Tahun 1985.

Didalam UU ini dijelaskan bahwa pengertian Zona Ekonomi Ekslusif
(ZEE) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia
sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku
tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan
air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis

pangkal laut wilayah Indonesia.
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Keterkaitannya dengan illegal fishing terletak pada pengaturan garis
batas ZEE yang sering digunakan oleh pelaku illegal fishing sebagai tempat
pelarian dari kejaran aparat keamanan Indonesia, karena ternyata didalam
UU ini ada celah untuk para pelaku illegal fishing mengelak dari jerat hukum
yaitu dengan adanya pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: “Di Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional
serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai
dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.” dan pasal 5
ayat (3) yang berbunyi “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat
(2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah
tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum
atau pemerintah negara asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang
diperbolehkan oleh pemerintah republik Indonesia untuk jenis tersebut
melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.” dan tentunnya
tidak ada ketegasan sanksi terhadap para pelaku illegal fishing yang

disebutkan secara tegas pada UU Nomor 5 tahun 1983 ini.

3) Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

Banyak kasus illegal fishing yang sengaja dilakukan oleh para
pelakunya dibarengi dengan tindak pidana pelayaran, mungkin mereka
tidak menyadari bahwa tindak pidana pembarengan seperti ini malahan
akan memperberat sanksi pidana yang dibebankan, terlebih mayoritas
kapal yang digunakan didalam melakukan illegal fishing adalah kapal yang

melanggar UU pelayaran ini, misalnya adalah nakhoda atau pemimpin
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kapal selama berlayar yang melanggar aturan-aturan yang berkaitan
dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana
bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran, maka bisa di jerat
dengan pasal 15 ayat (1).9 Meskipun realitanya UU ini tidak terlalu tegas
terhadap kasus illegal fishing karena sesungguhnya UU ini hanya mengatur
masalah kapal yang digunakan berlayar, bukan terhadap substansi aktifitas

dari pelayaran tersebut.

4) Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut teritorial
Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan
pedalamannya.10Kemudian dijelaskan dengan rinci mengenai definisi
wilayah perairan Indonesia yaitu wilayah perairan yang meliputi laut
teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut
teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang
dikukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5.37 perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan
yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa
memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.ll Perairan
pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat
dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya
semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis

penutup.
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Jadi ketika ada kapal asing yang melintasi daerah-daerah
sebagaimana disebutkan diatas harus tunduk dan patuh terhadap
peraturan yang berlaku di Indonesia, bagi kapal semua negara menikmati
hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia,
namun lintas oleh kapal asing dianggap membahayakan kedamaian,
ketertiban, atau keamanan Indonesia, apabila kapal tersebut sewaktu
berada di laut teritorial dan atau di perairan kepulauan melakukan kegiatan
yang dilarang oleh konvensi dan atau hukum internasional lainnya, salah
satunya adalah kegiatan perikanan yang ilegal, sehingga kapal illegal

fishing bisa dijerat dengan menggunakan UU ini.

5) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-undang ini adalah pengganti Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1985 tentang Perikanan karena dianggap sudah tidak dapat
mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa
yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang
sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan,
kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode
pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga
pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara hati-hati dengan
berdasarkan asas manfaat, keadilan,kemitraan, pemerataan, keterpaduan,

keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

71



Tindak pidana illegal fishing dalam Undang-Undang perikanan dapat
dikategorikan sebagai kejahatan. Menurut Pasal 103 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang termasuk kejahatan adalah
Pasal 84, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 94. Bunyi pasal-pasal tersebut dapat dilihat

sebagai berikut:

a. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau
pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan
biologis, bahan peledak, alat dan/ataucara, dan/atau bangunan yang
dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya
ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 84 ayat (1)).

b. Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkap ikan, dan
anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan
perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan dengan
menggunakan bahan kimia,bahan biologis, bahan peledak, alat
dan/ataucara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
(Pasal 84 ayat (2)).

c. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan,
penanggungjawab perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang
dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan

kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau
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bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian
sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 84 ayat (3)).

. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan
pembudidayaan ikan, dan /atau penanggungjawab perusahaan
pembudidayaan ikan dengan sengaja melakukan usaha
pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik
Indonesia menggunakan bahan kimia,bahan biologis, bahan peledak,
alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
(Pasal 84 ayat (4)).

. Setiap orang yang dengan sengaja, memiliki, menguasai, membawa,
dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu
penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan
sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 (Pasal 85).

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pegelolaan perikanan
Republik Indonesia mengakibatkan pencemaran da/atau kerusakan
sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (pasal 86 ayat (1)),
membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan
dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia
(Pasal 86 ayat (2)), membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang

dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber
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daya ikan dan/atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (3)),
menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat
membahayakan sumber daya ikan dan/atau kingkungan sumber daya
ikan dan/atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (4)).

. Setiap orang yang dengan sengaja memasukan, mengeluarkan,
mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan
masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau
lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 88).

. Setiap orang yag dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan
tambahan makanan, bahan penolong dan/atau alat yang
membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam
melaksanakan penanganan pengolahan ikan (Pasal 91).

Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengolahan perikanan republik
Indonesia melakukan usaha pertanian di bidang penangkapan,
pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang
tidak memiliki SIUP (Pasal 92).

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoprasikan kapal penangkap
ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah
pengolahan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang
tidak memiliki SIPI sebagaimana dimangksud (Pasal 27 ayat (1)).

. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoprasikan kapal penagkap

ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di zona ZEEI ysng
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tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)
(Pasal 93 ayat (2)).

|. Setiap orang yang mengoprasikan kapal penangkap ikan berbendera
Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia,
yang tidak mempunyai SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (3) (Pasal 93 ayat (4)).

m. Setiap orang yang mengoprasikan kapal berbendera asing di ZEEI,
yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (3) (Pasal 93 ayat (4)).

n. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut
ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang
melakukan pengangkuta ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak
memiliki SIKPI (Surat 1zin Kapal Pengangkut lkan) (Pasal 94). 0. Setiap
orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP,SIPI, dan SIKPI

palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A (Pasal 94A).

Dari pengertian menurut ahli tersebut maka penulis dapat menarik
kesimpulan bahwa tindak pidana illegal fishing adalah suatu proses
penangkapan ikan di yang dilakukan secara melawan hukum yang berlaku,
tidak hanya proses penangkapannya tetapi proses kelengkapan kapal yang

tanpa surat menyurat ataupun dengan proses yang tidak ramah lingkungan.
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